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ierimination against the illegitimate and giving justice for the mother, are mog
el socialized and coordinated with all stakeholders. The problematic formulatis
of “the legitimate” includes those kids born out of non-recorded marri

Nikah Sirri) disapproved by the state, but considered legal by most ulama,

Kata kamnci: Anak di Luar Perkmoinan, Mahkamah Konstitusi, Undang
Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHL)

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia kini kembali dikejutkan dengan ¢
permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tent: .,;1.2
perkawinan, yang diajukan Machicha Mochtar' pada tahun 2010 kepada ™
\ahkamah Konstitusi (MK) RI. MK menyatakan bahwa Negara hs us
mengakui anak yang lahir di luar pernikahan. Selain itu, anak di war
pemnikahan tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan '_,
biologisnya. B

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46PUL-Y '1
2010, maka Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang
berbunyi: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempun
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,” diubahm , :
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan g
dengan ihun}'adankl:luargnibunyasertadenganlaki—lakjsehgli ah
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknolog
dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan -_;
termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. :

Maielis hakim Mahkamah Konstitusi menilai ‘bunyi’ lama
yang menyatakan anak di luar pernikahan hanya memiliki ht
keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, bertentangan deng

tanggal 20 Desember 1993, Meski dianugerahi it tcdak ber
L. berakchir 1998, rorang anak, pemilahan o
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Undang-Undang Dasar 1945, Mengenai pemastian hubungan keperdataan
dengan ayah, MK menegaskan harus didasarkan pembuktian keknologi.
“Sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-
laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknolog

dan/atau alat bukbi lain menurut hukum ternyata mempunyai darah
sebagai ayahnya™,

Lahimya putusan Mahkamah Konstitusi ini, menuai barryak
tanggapan seperti yang dilontarkan oleh beberapa kalangan seputar pro
dan kontranya. Ahli pidanalslam, Wakil Menteri Agama, Sekretaris Korisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah
Konstitusi, Pakar Hukum Islam, termasuk Ormas Islam seperti Muslimat

Nahdhatul Ulama, turut memberikan komentar dan tanggapan mereka
terkait dengan isi/bunyi putusan dimaksud.

Mungkin ada sedikit kesulitan untuk bisa mengkompromikan
berbagaitanggapanpara ahli tersebutjika pengertian mengenai anak di lnar
perkawinan ternyata masih memiliki pengertian yang belum operasional
dari masing-masing kalangan. Sebab, terkadang (di keseharian) orang
menyebutnya dengan istilah “anak di bawah tangan” sebagai anak hasil
pernikahan sirri yang dipahami dengan “ pernikahan yang tidak dicatat/
tercatat,” dan terkadang ada juga yang (justru) menyebutnya deng an kata
yang lebih ekstrim dengan istilah “anak zina” atau “anak mule’anah™.

“Anak di luar perkawinan” merupakan istilah sebagaimana
disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 43 ayat
(1)}, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Pasal 100, yang isinya
kemudian diubah dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konsticasi
tahun 2012. Perubahan status mengenai “anak di luar perkawinan” ini
tampaknya memang masih harus disosialisasikan, di samping perlo
adanya koordinasi di berbagai kementerian terkait termasuk Majelis
Ulama Indonesia (MUI) dan Ormas-Ormas Islam lainnya, sebagai sarana
untuk mencari jalan keluar yang tepat dalam penataannya, agar terdapat
sinergi antara hukum syariat dan hukum legal formal kenegaraan.®

2 WWM&MWWMHEWhﬁHI{HHHIHHi
kolom 4-7,

3 Sebagaimana diungkapkan Wakil Menteri Agama, dan Khofifah Indar Parawarss dalam
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STATUS ANAK D1 LUAR FERKAWINAN DALAM

HUKUM

A. Fikih Islam .
Terkait dengan berbagai tanggapan di atas, ada beberapa
d.l;l}'.ﬂl diHr‘ﬂiHh‘-il'l'l'ﬂhir di i”qt.““'"'l."'" M!IHII'H: .I"Illl-k it llrr]nhjr 1‘.!:':..

sehingga status dengan penyebutannya nebagai anak luar kg fin
nikah), anak di bawah tangan, anak zina, atau anak haram, tentugy i
dikehendaki. Alas dasar it pula, anak yang tidak “"i'hﬂm!ﬂj'l Memi
dosa orang tuanya, seyogianya mendapat perlakuan yang sama den

anak-anak selainnya, {sesuai dengan hak asasi manusia), "':-.‘
sesuai dengan kepakaran atau ketokohan sescorang di bﬂblgﬂl biday
ilmu yang dimiliki, tampaknya agak susah mengkompromikan ¢ n .
atau pandangan-pandangan para ahli  seputar permasalahan jng ;
samping perbedaan tinjauan dan argumen yang dikemukakan, g

Berdasarkan hasil penclusuran (review) terhadap beberapa
baik bahan yang berisi konseptual, memuat teori atau kormep, atay
bahan pustaka yang memuat hasil penelitian terkait dengan objek uli
ini, maka telaah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi e ang st
anak di luar perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut;

-

Sesuai dengan firman-Nya, anak-anak itu terlahir atas kehenda
kekuasaan Allah swi.:

ik
hes
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“Kepunyaan Allahlals kevajoan langit dan bumi. Dia menciptakan g
yang Dia kehendaki, Dia memberi anak-anak perempuan kepad siap
Dia kehendaki, dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa ya
kehendaki. Atau, Dig menganugerahkan kedua jenis laki-laki da "' :
(kepada siapa yang dikehendaki-Nyo), dan Dia menjadikan mands
kmpldﬂyiﬁﬂuldllﬂmatﬂihﬂmnllﬂmm
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stapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha

Kuasa.” (Q.5. Asy Syuura (42) : 49-50)

Jadi Allah swt. sendirilah Yang Maha Berkehendak. Dialah yang
menciptakan dan mentakdirkan bagi hamba-hamba-Nya mengenai apa-
apa saja yang Dia Kehendaki, termasuk dalam kaitannya dengan kelahizan
anak. Semua terjadi atas ilmu, hikmah, dan kekuasaan-Nya Yang Maha
Suci dan Maha Tinggi.*

Atas dasar itu, anak terlahir dalam keadaan suci dan tidak berdosa.
[slam dengan tegas menyatakan: “Anak yang lahir (siapapun ayah/
ibunya, melalui akad yang sah/tidak) dia dilahirkan dalam keadaan yang
suci ..." (HR. al Bukhari dan Muslim). Lalu bagaimanakah hubungannya
dengan anak/bayi yang lahir dari seorang perempuan yang dihamili
tanpa dikawini lebih dahulu, yang oleh ahli hukum Islam disebut
dengan “Ibnu al Zina” (anak zina) atau “Ibnu al Mula’anah” (anak orang
yang terlaknat). Atau dikenal dalam istilah “anak di luar perkawinan”
sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974,

Istilah anak zina atau anak mula’anah ini, merupakan dua istilah yang
dinisbatkan kepada kedua orang tuanya yang telah berbuat zina, atau
melakukan perbuatan yang terlaknat. Sedangkan bayi yang dilahirkannya,
tetap suci dari dosa dan tidak mewarisi perbuatan yang telah dilaku'zan
oleh orang tuanya. Anak zina tidak menanggung dosa atas perbuatan zina
yang dilakukan kedua orang tuanya. Karena, bagaimanapun itu bukan
perbuatannya. Dosa perzinaan itu tetap menjadi tanggungan kedua orang
tua itu sendiri.®

Allah swt. Berfirman: “la mendapat pahala dari (kebajikin)
yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang
dikerjakannya.” (Q.S. Al Bagarah (2): 286). “Dan seseorang yang berdosa
tidak akan memikul dosa orang lain” (Q.S. Al An’am (6): 64). Kaitannya

4 Yahya bin 5a'id Alu Syalwan, Fatawath Thiflil Musiimi, terj. Anshori Umar Sitanggal, Abu
Farhan, Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Anock, Robbani Press, Jakarta, 2005, cet. 1, him. 34

5 Pasal 43 ayat 1, yang kemudian diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi mengenai
status hubungan keperdataannya, menjadi (bermasuk) kepada ayah bilogisnya.

6 Yahya bin Sa'id Alu Syalwan, hlm. 11-12

[l Rl i, N 1, Wovensher 2017
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dengan persoalan di atas, ada beberapa ketentuan hukum yang dapyy
dikemukakan,” salah satunya adalah berhubungan dengan masalp,
kedudukan nasab (keturunan) bagi bayi yang dilahirkan tersebut. A
Bayi yang lahir, baik SEbﬂgai. hasil perkawinan seorang wanita !
dengan laki-laki yang menghamilinya, ataupun dengan laki-laki lain y;
tidak menghamilinya, maka mengenai status anak di luar perke
ini, sepakat ulama hukum Jslam menyatakan bahwa anak itu berstatys
sebagai anak zina bila laki-laki yang mengawininya bukan orang yar o
menghamilinya. Tetapi jika yang mengawini itu adalah orang ”"';"-'.-"
menghamilinya, maka terjadi dua macam pendapat di kalangan merel e
vaitu: - _'.‘
| Bayi itu termasuk anak zina, jika ibunya dikawini
kandungannya berumur empat bulan ke atas, dan bila kurang dari.
itu, maka bayi yang dilahirkannya termasuk anak suaminya j
sah.
2. Bayi itu juga termasuk anak zina, bila ibunya sudah hamil, meskipun
kandungannya baru beberapa hari, kemudian dikawini oleh orang
yang menghamilinya. Jadi anak itu bukan anak suaminya yang s
Karena keberadaannya dalam kandungan, mendahului perkawinan
ibunj,ra.“ 2
Pendapat kedua ini sejalan dengan pendapat Asy Syekh Hi
Muhammad Makhluf: 4
Bahwasanya aqad nikah terhadap wanita yang sedang 1amil
dari hasil perzinaan, termasuk sah menurut hukum agama. Dar
diharamkan bagi suaminya untuk mengumpulinya bila buka
menghamilinya sampai lahir (bayi yang dikandungnya). Selz
ia (suami) boleh mengumpuli (isterinya) setelah bayinya lahir
hal itu tidak termasuk perbuatan zina. Dan anak-anak yang di hirka
sesudahnya itu, termasuk keturunannya (yang sah) men rut ht

s

= -_-

BRIy
;

7 Seperti, sah tidaknya agad perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang & Enghan
atau dengan laki-laki Lain yang tidak menghamililnya, atau bobeh tidaknya melak camn ¢
(mengumpulinya) sebagaimana layaknya suami-isteri. Lihat Mahjuddin, Masailul Fight
:m:m:ghhiTHMrnm Masa Kini, Kalam Mulia, Jakarta, 1990, cet. pertama, Bi

BT,
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agama, dan mercka (anak-anaknya) berhak menerima harta warisan

bila keduanya meninggal.”

Kriteria penentuan seorang anak itu termasuk kategori anak zina
(sebagaimana pendapat pertama di atas) dapat dijelaskan bahwa, ia
adalah anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan sejak terjadinya
aqad nikah yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Dengan kata lain,
anak tersebut memang lahir dari hubungan perzinaan kedua orang tua
(biologisnya) sendiri, kemudian laki-laki yang menghamilinya (ayah
bayi) itu menikahi perempuan hamil tadi (ibu bayi), tetapi jarak kelahiran
dengan waktu agad nikah itu kurang dari enam bulan lamanya. Pendapat
demikian dikemukakan oleh Ibnu Rusyd," dan Muhammad Jawad
Mughniyah."

Ketentuan mengenai masa enam bulan kehamilan tersebut secara
jelas dapat dipahami melalui ayat:

Y B ’,__..‘"_1_ e I'.l'_u.*-"',,__ . i .
JM_& ?"J-“'_’ L‘;"“bii I'l.';"‘::“;j} l-l :!HJJ__I:’:! < -.;i-ll__. f‘_!:.’

B

S A bl 8531 05 U6 3L Garsil 155 w351 31 15) 5o (8 DB
r.l_h e —— . . --'__"'I!,.lf = - e I e
C5 dl §50 d J plely b Bales JF 1D (5 oy e clS1
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“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu
bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkanmnya
dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapilhnya adalah
tiga pulub bulan, ..." (Q.S. al Ahgaf: 15).

Lamanya masa mengandung sampai menyapih yang 30 bulan
tersebut kemudian dihubungkan dengan masa penyusuan (secara

?  Husmain Muhammad Makhluf, Fakmoas Syar's Bulbnuts Islamuyah, Al Madany, Kairo,
1391 H./1971 M. K. 71 I_'Tthuljhu'ha.hmp’u-h“ ;
10 Ibny Huyd.auqmdhwmnmamh.huummmumﬂ

11 Muhammad Jawad Mughni igih Li
m.-nrt.ﬁ.h.hn;.:_ ghruyah, Figih Lima Madzhab, ter). Masykur AE, Lentera, Jakarta,

Ll T R TR T— 7
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sempurna) selama dua tahun (24 bulan), sebagaimana disebutkan dalam h
firman-Nya:

ad,.l;ilud.c-j E.I:L.ajlfnq-..:'l JU._;-J -J!J"El-ﬂj}'" L"""J"Il "!'JJJ?I‘" |

‘:’:lﬁ-dfiaﬂjjlrﬂ."ﬂ Ll.l.“_g';“umk.ﬁgiﬂ'—bj;j'l"‘ ¥ u-lj.l..l

'--r-*uﬂ*l,r-g" NLas 13050 i ».JJ: l_}..-._.a_:ﬂ_,!l e _,Jif 1o

ﬁ:;'l.ﬁ:,._li:. CL_-:- ‘:J.sf..lJ,ll 1_,.:..:;._1-.,_“ ['J:‘JI |,__1]-_5 Lﬁ.'-h:‘ cl._‘l- ﬁ‘um_’. o :'-._.

Md#hﬂlu”rlﬁhdﬁ”}lﬂj ‘-;Ju"ih I;Lic_i_

“Para it hendaklah menyusikan anak-anaknya selama dua tahun pmuh,
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. " (Q.5. al Eiuprﬂl. £
233). :
Dari dua ayat tadi dapat dipahami bahwa waktu mengandung dan
menyapihnya itu adalah 30 bulan. Waktu menyapihnya setelah
disusui secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 'l:rulan.
Berarti seorang bayi membutuhkan waktu minimal selama 30 bulan -
24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Jadi umur kand .r'-l'-'_-_
adalah selama enam bulan. Jika usia kandungannya kurang dari e ml__"'
bulan, maka kelahirannya dilukumbanlah sebagai anak zina." o

Antara anak yang lahir di luar nikah sebenarnya tidak men ""
hubungan hukum dengan orang (laki-laki) yang mengawini bunya
Hubungan hukumhanyaadaantaraibu denganorang yang mengawin
saja. Dengan kata lain, isteri yang berbuat zina dengan orang lall'l.r

12 Lihat Mubammad Rawwan Qual'ahji, Ensi Fiaily Usmar bin Khaitab ra. T H- \ ~'-'-
Mujich AS, (Jakarta, I'T. Rapﬂmrndnﬁfhdmjrﬁm %
13 Ibou Mas'ud dan Zainal Abidin, Figih Madzhab Syafi'i: Buln:z.mumdﬂﬂuuhhb
(Bandung, Postaka Setia, 2000), him. 414, thhmntoﬂmgnmﬂfhtuw
dengan penentuan status anak ini dapat ditelusuri pada sumber-sumber Lainnya.
lshaq Asy Syairazi, al Muhadulzab, (Dar al Thya Kutub al Amhmht-ﬂl-lrh’-“-
mﬂriﬂﬂumﬁr;hﬂﬂmrﬂy,fmnlwmm {Beirut, Dar al Fikr, Lth)
mm1mmmmm Keadilan Huum Wiaris [slam Transformatif, (Jakar
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anak yang lahir karena perbuatan tersebat, baik keturunan, perwalian,
dan kewarisannya tidak ada hubungannya dengan suami ibunya. Dalam
hadits riwayat Bukhary, Muslim, dan Ahmad, dari Abg Dzar, Rasulullah
saw bersabda: “Seseorang vang mengaku keturunannya selain sl
padahal dia mengetahuinya, pastilah dia kafir yaitu mengingkari nikmat
dan kebaikan, tidak memenubi hak Allah dan hak ayahnya. Siapa
mengaku sesuatu yang bukan menjadi miliknya, maka dia tidak tergolong
dari golongan kami dan hendaknya dia mempersiapkan tempatnya di
Meraka”™.

Karenaitu, jikaanak yang lahirdiluarnikah tadi seseorang perempuan,
maka orang yang mengawini ibunya tidak menjadi wali nikahnya, dan
(dalam hal ini) yang menjadi wali nikahnya adalah hakim atau petugas
pemerintah yang ditunjuk untuk masalah itu. Jika orang yang mengawini
ibunya meninggal dunia dan meninggalkan banyak harta warisan, maka
anak perempuan atau anak laki-laki hasil hubungan di luar nikah tadi
tidak dapat mewarisi karena ia tidak memiliki hubungan hukum dengan
orang yang mengawini ibunya. la hanya mewarisi ibunya jika ibunya
telah meninggal.*

Hal ini berbeda dengan anak yang lahir karena hubungan suami
isteri dalam perkawinan yang sah. Menurut perspektif hukum, baik
hukum adat, hukum perdata, maupun hukum Islam, anak ini nasabnya
mengikuti kedua orang tuanya (baca: ayah dan ibu). Sehingga jika salah
satunya meninggal dunia, maka yang satu akan menjadi ahli waris
terhadap yang lain."”

Hubungannya dengan istilah atau penamaan anak itu disebut sebzgai
anak sah, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
pada Bab IX tentang “Kedudukan Anak,” Pasal 42 nya menyebutian

* bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai

14 M. Asywadie Syukur, Konsultes Mﬂiﬁph“-‘lﬂﬂﬂm'ﬂ- !
I, April, him. 133-134, i
15 m&mwmmmmdmm =
I, Dzulhijjah, 1428 H./Januari 2008, him. 320, ity

(i Rowslied, Vol [, Mo 1, Movemsber 3012
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akibat perkawinan yang sah.""* Sedangkan untuk pengertian anak m'
seperti yang Ahmad Rofiq kemukakan dengan Ehlah:mk yang lahir g i
Juar perkawinan yang sah menurut ketentuan agama, U“d"-"'E‘Undang s
Perkawinan menyebutnya dengan istilah “anak di luar perkawinan” =

(sebagaimana Pasal 43 ayat 1). ‘ R

Ada semacam kesulitan ketika mendiskusikan tentang statys
anak zina (sebagaimana fii), dengan istilah anak di luar perkawinan 5
sebagai hasil pernikahan sirri (sebagaimana dikaitkan dengan kasys
Machicha Mochtar). Sebab dalam hal ini perlu diperbincangkan lagi
apakah sesungguhnya “Nikah Sirri” yang dimaksudkan ﬂlll’il'l masyarakat
Indonesia itu sama dengan istilah “Nikah di Bawah Tangan” yang selama
ini dipahami masyarakat dengan pernikahan yang tidak tercatat sehingga |
tidak ada akta nikahnya, ataukah (masing-masing) justru memiliki definisj B
operasional tersendiri. i

Jika pengertian pertama dimaksudkan sebagai nikah sirri, maka patut
kiranya diperhatikan sebuah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh
Tim peneliti dari IAIN Antasari Banjarmasin (Abdul Basir, Rusdiana
Hamid, dan Fahmi Hamdi), Pusat Penelitian IAIN Antasari Banjarmasin
tahun 2010, tentang “Pandangan Ulama Kalimantan Selatan Terhadap
Pernikahan Sirri dan Rencana Pemidanaan Pelakunya.” Laporan
penelitiannya menyimpulkan bahwa ulama Kalimantan Selatan memiliki
pandangan yang beragam terhadap status nikah sirri ini. Namun _-’-
demikian, mayoritas berpendapat bahwa hukum nikah sirri tetap legal" i
dan halal secara agama. Tetapi sebagai warga Negara kita dituntut untuk
patuh dan tertib terhadap hukum positif yang berlaku demi kemaslahatar
bersama.” ik

16 Uindang-Lindang Perkawinan di Indovesia, Dilenghapi Kompilasi Hukam Islam di Indonesia, (Surabaya:
Arkola, T.th) him. 18, .
17 Ahmad Rofiq, Figih Mawaris,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), him. 127. Senads
dengaan itu, Fatchur Rahman menyatakan bahwa anak zina adalah anak yang dilahirk n di b

perkawinan yang sah menurut syariat, Lihat Fatch is, (Bandung: Al Ma'arif
1981) him 21 5¥ ur Rahman, Mmu Waris, '-

18 ﬁiﬂhm?amﬂipwmmm = -
dapat menimbulkan dampak negatif berupa pengabaian hak-hak isteri
yang akan datang, Libat Resume Penelition sebagaimana judul di atas, him. 17,

mlafl
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B. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Masalah anak sah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 pada Pasal 42, 43, dan 44, Pasal 42 menyebutkan: Anak yang sah
adalah anak yang dilahirkan dalam atau H'hilﬂi“ akibat perkawinan yang
sah. Pasal 43ayat (1) dinyatakan"anak yang lahir di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya®.
Ayat (2) “kedudukan anak tersebut pada ayat (1) di atas selanjutnya akan
diatur dalam Peraturan Pemerintah”,

Pasal 44 ayat (1) Seorang suami dapal menyangkal sahnya anak
yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa
isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
Ayat (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak
atas permintaaan pihak yang berkepentingan,'

Berkenaan dengan pembuktian asal usul anak, Undang-Undang
Perkawinan di dalam Pasal 55 dinyatakan:

1. Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran
yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka
Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang
anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-
bukti yang memenuhi syarat.

3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka
instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan
yang mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.®

Di dalam pasal-pasal di atas ada beberapa hal yang diatur. Perfaina,
anak sah adalah yang lahir dalam dan akibat perkawinan yan sah. Paling
tidak ada dua bentuk kemungkinan anak sah lahir akibat perkawinan
yang sah dan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Kedua, lawan
19 Lihat Undang-Undang, Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum lslan di

Indoensia (Surabaya: Arkola, L th.), him.18-19.
4 Ibid, him. 22
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FURAT RAJLAN WONETTTIRL L LALL]
o
perkivinan Yang hanya memiliki hubung, ;:_
Sampai di sint, agaknya inspirasi U e
hukum lslam yang mengatur anak ?-ima
lata dengan ibunya. Ketiga, suami '"'fj:
|u-|wu.mghnlun terhadap sahnya “ﬂﬂmg
dapat dilakukan dengan H-H:n*

VN

anak sah adalah anak lar
perdata dengan ibunya saj.
Undang Perkawinan adalah
hanya memiliki hubungan pen

melakukan pengingkaran ataw
k. Keempat, bukti asal usul anak

ana
kelahiran,™ o
C. Kompilasi Hukum Islam (KH1) A
Kompilasi Hukum Islam (K1 1) sebagaimana terlihatjuga memberikan
aturan-aturan yang mirip untuk tidak mengatakan persis sama dengan
aturan-aturan yvang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan,
Sebagaimana halnya pasal 99 yang menyebutkan “ Anak yang sah adalah:
a.  Anak yvang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah &
b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan .
K

oleh isteri tersebut. ol

e
SHER

Pasal 100; “ Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempuny:
hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya pa ,|.,[
101 dan 102 menyangkut keadaan suami yang mengingkari sah va
anak dan proses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak rang
dikandung atau dilahirkan oleh isterinya. Lebih jelas dinyatakan di da am
pasal 101 sebagai berikut: “Seorang suami yang mengingkari sahnya o
sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan penginghz raa

dengan li‘an.

dapat dibuktikan dengan akte kelahiran atau alat bukti lainnya (beris
ayat). Isi pasal 103 ini tidak persis sama dengan pasal 55 Undang- |_f’='!_?. 1
1:'-.31:I«uau1i'l.‘1r':.a]m'l.E Selanjutnya pasal 104 mengatur tentang biaya -3.'..'3"' =
yang menjadi beban ayah dan keluarga pihak ayah.

e
e

ilnhm; Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islant di Indomesia, (8
gan Hukum lslam dari Fikih, UU No 1/1974 i KHI), s ;
et 1, hims 281, smnpai (Jakarta: Prenad

22 Lihat footnote nomor 27,
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Kompilasi Hukum Islam tampaknya menjelaskan lebih jauh
berkenaan dengan anak sah menyangkut batalnya keabsahan seorang
anak kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Pembatalan ini terjadi
akibat pengingkaran suami. Seorang suami yang mengingkari sahnya
seorang anak yang dilahirkan sedangkan isterinya tidak menyangkalnya,
maka suami dapat menguatkan pengingkaran itu dengan li'an.® Dalam
hukum Islam seseorang suami dapat menolak untuk mengakui bahwa
anak yang dilahirkan isterinya bukanlah anaknya, selama suami dapat
.' membuktikannya, untuk menguatkan penolakannya suami harus dapat

membuktikan bahwa:
a. Suami belum pernah menjima’ isterinya, akan tetapi isteri tiba-tiba
melahirkan.

b. Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak menjima’ isterinya,
sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur.

c. Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si isteri tidak dijima’
suaminya.

Berkenaan dengan tata cara [i'an® diatur di dalam pasal 126 dan
127. Pasal 126 menyatakan : “ Li'an terjadi karena suami menuduh isteri
berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang
sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau
pengingkaran tersebut”. Pasal 127 menjelaskan: Tata cara [i'an diatur
sebagai berikut:

a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau
pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata
“laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran
tersebut dusta”.

b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan
sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran

I [td, him. mumrmhﬁhmbuamhkmL&ﬂuHmhﬂnp,h”mﬂnﬂIM._ G ]
perkawinan karena si suami menuduh isterinya berzina dan si isteri menolak tuduhan ity Keduanya :

meenguatkan pendirian mereka dengan sumpah. Lihat, Sayuti Thalib, Huku Kekefuargaan Inds s,
(Jakarta: UT Press, 1962), hlm. 118, dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan.
24 L¥'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk 1 1
(sebagaimana disebutkan oleh pasal 125 Kompilasi Hukum Islam)

Do Lowstiost, (ol [, e, 1, Noveasber 7012
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tersebut tidak benar,” diikuti sumpah kelima dengan :
wrmurka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau peng; --_4-‘1"

I
T
4 -

tersebut benar”. :-.
Tata cara paa huruf a dan b tersebut merupakan satu kesahlan
tak terpisahkan
d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara hun:Eb,ﬁ 1" :
dianggap tidak terjadi li'an. .
Selanjutnya pada pasal 128 dinyatakan bahwa: “Li'an hay i,
apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan Agama.®
Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterjy
mengajukan gugatan kepada pengadilan agama dalam jangka wakgy
hari sesudah lahirnya anak atau 360 hari sesudah putusnya Puk‘--.F
atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan ;
dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkars a
kepada pengadilan agama. Apabila gugatan diajukan setelah serlaly

waktu tersebut di atas gugatan tidak dapat diterima. : -“-‘:_-. :
Dalam penjelasan pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
menyatakan bahwa yang berkepentingan wajib disumpah (maksudnys
suami yang menyangkal sahnya anak tersebut),di dalam hukum Islam
juga demikian halnya, yaitu si suami harus bersumpah empat kali dengar
mengatakan ia benar, dan pada yang kelima kalinya ia mengucapkar
“bahwa ia akan dilaknat Allah kalau tuduhannya itu dust”, inilah
yang dimaksud dengan penyelesaian secara li%an apabila si .a.E_' 1ak
menyangkal tuduhan suaminya tersebut
Ya.l'lngl'lﬂﬁkdiSini adalah Kﬂmpﬂasl Huku.m[s]am{ﬂ]']l} [ |||:_;_ -
juga mengantisipasi kemmgkimm—kemungkimn yang ﬁ'f'-t_u'. sat
kemajuan teknologi kedokteran seperti bayi tabung. Di _ :
KHI dinyatakan “hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar .;j-:i__',__ :

55 Lihat Undang-Undang Perkawinan i Indonesia Dilengkapi Kompilasi m lsl;
Indonesia, hlm. 219, iy -
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dilahivkan oleh isteri tersebut. Maksudnya pembuahan anak di luar rahim
stu sah dan dibolehkan selama pembuahan itu berasal dari sperma suami
isteri yang sah dan dilahirkan oleh isterinya sendiri. Sebaliknya, tidak
dibenarkan menggunakan atau menyewa rahim wanita lain® Dengan
demikian, yang membedakannya dengan konsepsi normal hanyalah
pada proses pembuahannya.

Tentu saja pada satu sisi bentuk antisipatif KHI ini perlu, tetapi
karena sifatnya yang sangat kasuistis dapat menimbulkan persoalannya
tersendiri. Seperti halnya pula dengan persoalan kloning manusia,
kendatipun sampai saat ini tingkat keberhasilannya masih rendah.
Apakah Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga nanti akan memuat masalah
ini. Seharusnya, menurut penulis penjelasan yang terdapat di dalam
ayat satu sebenarnya sudah dapat dijadikan pijakan untuk menentukan
apakah seseorang anak itu dihukumkan sebagai anak sah ataukah anak

zina®

ANALISIS

Pembahasan tentang masalah “anak” tentu saja tidak bisa lepas dari
persoalan kedua orang (laki dan perempuan) yang menjadikan anak
tersebut lahir ke dunia ini. Penetapan asal usul anak dalam perspektif
hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan
penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara
anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang
] lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi
. ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain® Seorang
| anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya
jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar
perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa
dengan disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah, dan
T Ibd, schagaimana dikutip penulisnya dari M. Yahya Harahap, “Materi Kompilisi Hulom Isdan™
dalam Dadan Muttagin, Sidik Tono dan Amir Maulim (ed), Pengadilan Agama dan Kompilasi Hiskum
flam dalam Tata Hdoon Indonesi, (Yogyakartaz UII Press, 1995), him. 106 ik
29 Iid, him. 276.
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B -

ey sab dengan ibunya. Dengan demjij:.. :

ia hanya memiliki hubungan na ; dan
membicarakan asal usul anak sebenarnya membicarakan anak Yang sah.
Tampaknya fikih Islam menganut ]J'El'l'tﬂhﬂﬁ'lﬂn ‘_'r’.ﬂl'lg cukup 1.'-
berkenaan dengan anak yang sah. Kendatipun tidak ditemukan defir:

P -

yang jelas dan tegas berkenaan dengan ﬂ-"'ﬂklfmﬁ sah,dr;amfm e : . :
dari definisi ayat-ayat al Qur'an dan al Hadits, dapat e
anak yang sah adalah anak yang lahir oleh ?habdandldﬂ_am PETkay inan
yang sah. Selain itu, disebut sebagai anak zina [Wﬂ“d# zmu} yang hany 1

memiliki hubungan nasab dengan ibunya.” Secara implisit al Qy, an,
surat al Mukminun (23) ayat 5-6 mengungkapkan: b

ol

= i I - nre e oal "':‘ S, S !'p‘ o2 2t Jt .‘1}1
Al I CSE Gl )l o ) D DpBas il e "r;_r::_.._
Q= .

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap iste ".-'ji__r_é:
mereka atare budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam h j_i
ini Hada terceln,” Selanjubnya di dalam ayat lain disebutkan bahupa: ] angan
kamu dekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan seburuk-
buruk jalan”, i
Larangan-larangan al Qur'an di atas, tidak saja dimaksudkan :'t
setiap orang menjaga kehormatan dirinya, tetapi juga yang lebih pentin
menghindarkan dampak terburuk dari pelangaran-larangan itu. Lahirnyz
anak zina, sebenarnya adalah akibat dari pelanggaran laranga arangar
Allah tersebut. Selanjutnya, kendatipun fikih Islam tidak memberik
definsi yang tegas tentang anak yang sah, mamun para ula .* -
mendefinisikan anak zina sebagai kontra anak yang sah. ‘ il
anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Dan'ar
Ii'an adalah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaks
setelah suami isteri saling meli‘qn dengan sifat tuduhan yang
3 [bid, him. 276-277.
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FUBAT KAJIAN KONSTITUSE FARULTAS W¥ARIAN TATM AWTARAR:

Definisi di atas membicarakan dua jenis status anak. Anak zina
vang lahir dari hubungan yang tidak sah (zina) dan anak 1i'an, Apabila
terjadi perkawinan antara suami dan isteri secars sah, kemudian ister
mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari
kesahan anak itu apabila:

a. Isteri melahirkan anak sebelum masa kehamilan

b.  Melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari

masa perceraian.™

Berkenaan dengan batas minimal masa kehamilan, jumhur ulama
telah menetapkannya selama enam bulan. Dasarnya adalah firman Allah
(sebagaimana disebutkan terdahulu) dalam surat al Ahgaf ayat (15) yang
artinya: “Mengandung dan menyapihnya itu selama tiga puluh bulan”,
Selanjutnya di dalam surat Lugman ayat (14) Allah berfirman : “Dan kami
perintahkan kepada manusia terhadap dua orang ibu bapaknya; ibunya
telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan
menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada
dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembali.”

Dalam surat al Ahqaf ayat (15) dijelaskan secara kumulatif, jumlah
mengandung dan menyapih yaitu 30 bulan. Sedangkan dalam surat
Lugman dijelaskan batas maksimal menyapih adalah 2 tahun (24 bulan)).

Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 bulan dikurangi 24 bulan
sama dengan enam bulan®

Menurut Ahmad Rofig, informasi ini diberikan oleh Ibnu Abbas dan
disepakatiparaulamayangmenafsirkan bahwaayat pertamamenunjukkan
bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat
kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara
sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau 24 bulan. Berarti bayi
membutuhkan waktu 30-24 = 6 bulan di dalam kandungan® Pendapat
ini agaknya disepakati oleh ahli fikih yang diperoleh dengan mmn;hp?

. s
-.q.""ll A e
b 2
; B A

32 Ikdhlm ¥78.
33 [kd, him. 278-779,
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FUSAT E_;y_mnﬂum
dalil isyarah al Qur'an. Bahkan Wahbah al Zuhaily menyebutnya s _
satu bentuk pengambilan hukum yang sahih.® P

Jika dianalisis ih l‘mrku?nl‘l. den;g?jl'l ‘mmk sah in
dapatlah dipahami bahwa anak sah dimulai sejak tﬂ'lldﬂ'.l]fl onseps;
atau pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma yang terjadi pada r: I*
wanita calon ibu, dan konsepsi ini haruslah terjadi di dalam perkaw;
yang sah. Dari sinilah penetapan anak <ah tersebut dilakukan® Dengag
demikian hukum lslam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat
dianggap sebagai anak yang sal dari suami ibunya, anak itu harus lahi;
sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di *.L
tenggang ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perks nan
terputus.” e

Mengenai tenggang waktu ini ada aliran diantara ahli fikih ang
berpendapat smmn;.:mmklahirmﬁvlahm-:lampuitenggang‘ dah sesudakh
perkawinan terputus adalah anak sah dari bekas suaminya asal dapat
dianggap bahwa kelahirannva disebabkan oleh perbuatan bersefy
antara bekas suami isteri itu. Dengan adanya perbedaan panda ‘_'.;_-.-
tersebut, ditetapkanlah tenggang waktu maksimum selama empat &
asal saja nyata bahwa dalam waktu empat tahun tadi ibunya tid ak ada

pandangan fik

mengeluarkan kotoran.™

Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari enam bul
sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihub
kekerabatannya dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perka ir
yangsah. lahanya memiliki hubungannasab dengan ibunya saja. g
pandangan ini berdasarkan Hadits Rasulullah bersumber dari [bnu Un
yang artinya: “Seorang laki-laki telah meli'a™ isterinya pada zar ,_,l-_-:'.

35 Liat Mustafa Rahman, Anak Luar Nikak; Stetus dam Implikesi Hukummya, (Jakarta |
2003), hlm. 45.
o i 38
37 Ikid, him. 279. Lihat pula Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perforrinan di [mdo
Sumur,1960), him. 72
38  [bid, him. 280, :
39 Seorang suami memzduh atau men i i i

‘Seorh ginghari sahnya anak, sedang isteri tidak menya
w 12 d.apﬂ-h:l'lﬂ‘ll.'ﬁl.lhkm ‘l].ﬁn Lakat . = |.-: f
Hukum Islam (KHI). pengingkarannya dengan cara itu (i'an). LE I
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PUSAT KAJIAN EONETITUEI FARULTAS SYARIAH LATN ANTAEARD

Muhammad saw. dan menafikan anak yang lahir dari rahim isterinya
tersebut. Nabi Muhammad menceraikan keduanya dan mempertemukan
nasab anaknya kepada ibunya. (HR. al Bukhari dan Abu Daud).

Pada riwayat yang lain juga ada penjelasan: “Rasulullah saw.
menetapkan hak waris anak li'an (mula’anah) kepada ibunya dan ahli
waris ibu sesudahnya. (Abu Daud).” Dengan penjelasan ini jelaslah
bahwa anak zina atau anak di lvar perkawinan menurut fikih Islam,
hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Pandangan ini sejalan dan tampak
diadopsi oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 43
ayat (1) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 (seperti diuraikan
terdahulu).

Mencermati materi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam (KHI), terlihat adanya persamaan dalam merumuskan

| definisi anak yang sah. Jika fikih dengan tegas merumuskan anak

yang sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah, maka

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
mendefinisikannya dengan dua kategori.

Pertama, anak yang dilahirkan “dalam” perkawinan yang sah. Kata-
kata “dalam” seperti yang terdapat di dalam Pasal 42 UUP dan Pasai 99
KHI mengesankan yang menjadi ukuran sah atau tidaknya seorang anak
dilihat pada waktu lahirnya tanpa memperhitungkan kapan konscpsi
terjadi. Kedua, anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Pandangan
ini sejalan dengan konsepsi fikih, walaupun bisa jadi lahirnya anak di
luar perkawinan, seperti anak yang lahir setelah ayah ibunya bercerai,
baik cerai hidup ataupun mati.

Agaknya yang kontroversial adalah pengertian pertama di mana
anak sah adalah anak yang lahir “dalam” perkawinan yang sah. Jelas
sekali pengertian ini tidak menghiraukan terjadinya konsepsi si anal: di
dalam rahim. Sering dijumpai di dalam masyarakat, terjadinya kawvin
hamil. Menariknya kawin hamil ini dijustifikasi oleh Kompilasi Hukum
Islam (KHI) seperti yang terdapat di dalam Pasal 53 dengan punyam.':p.-gi -

-.“ -

IRl Kowstumnl, vl |, o 1, Novewber 2007



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI FAKULTAS S —

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria

yang menghamilinya
(2) Perkawinan dengan wanita hamil
dilangsungkan tanpa menunggu
(3) Dengan dilangsungkannya perka
diperlukan perkawinan ulang sete

Perkawinan wanita hamil itu sebenarmya menunjukkan bahwa ;
permbuahan telah terjadi sebelum akad nikah sebagai sebab kﬂl'ﬂmﬂan. |
Setelah itu terjadilah perkawinan antara wanita dengan pria yang
menghamilinya. Selang beberapa bulan, anak yang dikandungpun
lahir. Menurut KHI, anak tersebut adalah anak sah karena lahir dalam
perkawinan yang sah.

Pengertian anak sah seperti ini sebenarnya sama dengan pengertian
vang dikandung oleh perdata Barat yang mendefinisikan anak sah adalah
anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh
suami sebagai ayahnya. Menurut Vollmar, anak sah ialah anak yang
dilahirkan atau dibenihkan di dalam perkawinan (meskipun hal ita

berlangsung dalam waktu yang terlalu amat pendek sesudah perkawinan
dilangsungkan).®

Sepertinya pakar-pakar hukum perdata juga memberikan definisi
yvang terkesan lunak, meminjam istilahnya Mushtafa Rahman, Ali Affandi _'
menyatakan anak sah yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu
perkawinan. Subekti juga menyatakan, seorang anak sah (weettig h‘l‘lﬂfé
ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sahiani

dan ibunya. Kepastian seorang anak Eunggllh—mmgguh anak 2
tentu sukar didapat.

yang dmaksud pada ayat (1), dapat
lebih dahulu kelahiran anaknya.

winan pada saat wanita hamil, tidak
lah anak yang dikandung lahir. g

Kendati demikian, penjelasan yang di
g diberikan oleh pakar g
perdal‘la sangat berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam

: . BTy
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hamil tu dapat terjadi dengan orang yang lidak ml:nghami.linjrn, dan
anak vang lahir dianggap anak sah, seperti yang dikatakan Subekti.

Argumentasi bahwa  perkawinan dengan wanita hamil adalah
sl baik oleh laki-laki yang menghamilinga maupun yang bukan
menghamilinya; tanpa melibal adanya syarat-syarat yang dikemukakan
aleh o Hazm ' Korena syarat itu tidak ada kaitannya dengan sah atau
tidakoyva perkawinan itu, Penulis menyetujui pendapat yang menetapkan,
babwa dilarang bagi laki-laki yang bukan menghamilinya mengumpuli
terinya, sampai lahiv kandungannya, Karena hal itu, dikhawatirkan
suaminya berniat jahat untuk memijit kandungan isterinya supaya gugar,
padahal mengugurkan kandungan itu, termasuk perbuatan yang sangat

diharamban dalam agama ¥

Penulis idak menjadikan ayal 3 sural an Nuur beserta hadits tersebut
di atas sebagai dasar diharamkannya seorang wanita hamil dikawin oleh
laki-laki yang bukan menghamilinya, sebagaimana pendapat imam Abu
Yusub " karena keterangan ayat tersebut berkenaan dengan pengalaman
buruk seorang sahabat yang bernama Martsad ketika diajak main cabul

oleh tunasusila di Mekkah, yang terkenal dengan istilah * Anaaqun”
(anak kambing betina). Istilah itu digunakan untuk memberikan indikasi
pelacur profesional di negeri itu. Maka dikala Martsad menceritakannya

i1 Mengataban: Kedvanya boleh dikowinkan dan boleh mengadakan senggama bila ia telah
bertaubat dan owengalani hukpman dera [cambuk); Karena h‘dl.l.i.l‘l}l'l telah berzina. Pendapat
i dhdasarkan pada keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh sahabat Mabi kepada orang-
orang vang telah berbual seperti itu, antara lain diriwayatkan: a. Ketika Jabir bin Abdillah
ditanya tentang kebolehan mengawinkan dua orang yang telah berzing, maka ia berkata: Boleh
mengawinkan, asalhan keduanya telah bertaubat dan memperbailki sifat-sifatnya. b, Seorsng lelaki
tua mengajubkan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar, lalu berkata: Hai Amirul Miu'minin,
putriku telah dikumpuli olch tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika i,
Khalitah memerintahkan kepada sahabat Lain untuk melakukan hukuman dera kepada keduanya,

kemudian dikawinkannya. Mahjuddin, Masailul Fuphiyah, hlm. 3. ot
42 I him 39, T asn
A Mengatakan: keduanya tidak boleh dikawinkan, karena bila dikawinkan,maka Wi ‘*'"""_B

fasid atau batal. Pendapat ini berdasarkan pada sebuah ayat {ayat 3, an Nuur), dan keler
sebuah hadits yang bersumber dari Sa'id bin Musayyab, yang menyatakan va
Labi-laki mengawini seorang perempuan; maka ketika ia mengumpulinya, ia mend.
dﬂhnlmipmtumill.;}uhmhpnﬂﬂmy.hpudﬂﬁﬂthﬁhﬂﬁ enceTal

dan memberikan kepada perempuan itu mas kawin, kemudian didera sebanyak seratu
Tﬂwmh.dmgmf.mmmmdummwmmumm [ Mahj

I o ol | e 1 Nowessber 2002
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kepada Rasululleh, lalu turunlah ayat tersebut, kemudian Nap
membacakannya. g

Jadi maksud ayat dan hadits tersebut di atas, ditujukan kepag
wanita tunasusila yang sama sekali tidak berniat untuk men bangur
rumah tangga yang bahagia, melainkan hanya menjadikan pe 1
itu sebagai alasan untuk mengurus keuntungan dari laki-laki -_:'_._
mengawininya.* # ""

Selanjutnya pasal-pasal didalam Undang-Undang Perkawinan da
Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan bahwa asal usul seg :_;L_ g
anak hanya dapatdibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluar| ,3 2
pejabat yang berwenang. Bila akta kelahiran tidak ada pengadilan Agam
dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah diz .. ar
pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenubhi syaral
di atas. Dasar keputusan pengadilan Agama tersebut adalah instans
Pﬂﬂlﬂtkﬂlﬁhiﬂﬂn}fﬂngaﬂadahm dﬂﬂﬂhhﬂkﬂﬂlp&[‘lgﬂdﬂﬂn \gams: i
bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkuk
(Pasal 55 UU No.1 tahun 1974), o

Walaupun Undang-Undang perkawinan tidak menerangkan deng
jelas siapa yang dimaksud dengan pejabat yang bmvmang .'
mengeluarkan akta kelahiran tersebut, akan tetapi dilihat dari pral
yang selama ini berlangsung, maka yang dimaksud adalah -.
pejabat yang bertugas di kantor Catatan Sipil yang
antara lain untuk mengukuhkan tanggal lahir. Pembuktian ket

harus dilakukan dengan surat kelahiran yang diberikan oleh
Kantor Catatan Sipil. ;

._ﬂupabi]aﬁdakmungkindidapatgumt kelahiran, hakim dz
bukti-bukti lain asal saja keadaan yang tampak keluar, ment
adanya hubungan antara anak dan orang tuanya. Penti - :
asal usul anak adalah untuk menentukan kedudukan ._r_.
karena hal ini men i

; }"imgkul; dmgﬁ“ hubu_n A |ﬂ. T
waris, nafkah anak dan lain-lain. o
4 Mahjuddin, Ibid, him. 40, e '5.'
43  Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, op. dit, him. B "

s -
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Dalam konteks pembaharuan hukum Islam di Indonesia, pasal-pasal
yany berkenaan dengan asal-asul anak ini ada beberapa hal yang menarik.
Pertama, pengertian anak sah sebagai lawan anak zina atau anak luar
nikah diperluas, tidak saja dalam makna ada yang lahir sebagai akibat
perkawinan yang sah, tetapi juga anak yang lahir dalam perkawinan
yang sah. Artinya, anak yang konsepsinya di luar nikah, lalu lahir dalam
perkawinan yang sah, maka statusnya sebagai anak sah. Ketentuan ini
tentu berbeda dengan fikih Islam.

Kedua, berkenaandenganstatusanakluarnikah (anak zina) yanghanya
memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, tidak berbeda dengan
penjelasan fikih. Ketiga, proses [i'an yang dilakukan di depan pengadilan
Agama adalah satu bentuk inovasi hukum dengan mempertimbangkan
kemaslahatan (maslahat mursalah). Dikatakan inovasi karena, fikih Islam
tidak ada menjelaskan bagaimana proses atau teknis li'an itu dilakukan.
Keempat, tampaknya berkenaan dengan asal usul anak ini, baik Undang-
Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama-sama juga
melakukan sebuah inovasi hukum yang secara metodologis mengacu
pada maslahat mursalah. Jadi disini yang dipertimbangkan adalah
kemaslahatan anak dengan adanya akta tersebut.

Terobosan baru terkait dengan status anak di luar perkawinan ini,
Mahkamah Konstitusi (MK) di awal tahun 2012 telah mengeluarkan satu
putusan yang dihasilkan berdasarkan (hasil) uji materi terhadap pasal 43
ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang isinya secara mengejutkan
telah mengubah bunyi pasal dimaksud dengan pernyataan bahwa,
“ Anak di luar perkawinan selain memiliki hubungan perdata dengan ibu
dan keluarga ibunya, ia juga mempunyai hubungan keperdataan dengan
laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum
mempunyai hubungan darah.” £r Yt ;

Putusan ini, disatu sisi bertujuan (adakeinginan) untukmewujudkan
rasa keadilan dalam konteks hak asasi manusia untuk diperjakukansama = ==
diantara anak-anak di luar perkawinan dengan anak-anak sela '
sah). Namun, di sisi lain, sumber hukum yang menjadi

iy %
T L b
Ry 1
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bahwa anak di luar perkawinan hﬂ“ﬁk“f“_ﬂ’h h“ J
dengan ibu dan keluarga ibuntya, tampaknya Juga patut ipertimbang
Karena, disamping ditunjuk langsung oleh hadits yang tentu Seig
diragukan kebenarannya, barangkali 1a juga MIET L
yang schenarnya juga mengandung unsur kemaslahatan, tidak fek
terhadap si anak di luar perkawinan. g -

Maksudnya adalah, bahwa anak hasil dari perbuatan Zil -
terlaknat itu seakan-akan memang tidak dihajatkan keh ~ r
oleh sang bapak/ayahnya. Betapa tidak, seandainya ia telah ter
melakukan perbuatan itu, kenapa tidak secepatnya saja peren
(yang telah dihamiili) tersebut untuk dinikahi. Islam dalam k _.-_':__ .
pendapat fugahanya telah memberikan semacam dispensasi d
batasan waktu kelahiran enam bulan sejak agad nikah d Angsur
maka bayi (hasil hubungan perzinahan) tetap “dihukumkan®
anak sah baginya. Baik oleh orang yang menghamilinya atau
orang yang tidak menghamilinya. & :

Ini sekaligus menjadi indicator bahwa, meskipun seorar
telah menikahi perempuan hamil karena perbuatan laki-laki yang
bertanggungjawab, tetapi masanya sudah mencukupi selama e nam
sejak agad nikah sampai masa melahirkan, (sebagaimana kesef
ulama dalam menafsirkan dan mengkompromikan dua ayat d
yang berbeda), ia tetap dianggap sebagai ayah/bapak terhadaf
yang sudah dibenihkan oleh orang lain. “

Namun demikian, apa yang dihasilkan oleh Mahkamah K
melalui keputusannya tentang status anak di luar P -...."
Sy et
anak di luar perke wﬁl langgapan yang dilontarkan.
: . 1tu EEbEEIﬂjfaada!ah'
namanya saja, a&MM --. o -.L-.j_..
diilabion i oy e Y6 tiak ek T

+

4
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wali yang berhak, termasuk tidak berhak untuk mendapat bagian dari
harta peninggalan “bapaknya” ketika ia meninggal dunia,

fatin hal yang dapat digarisbawahi dalam hal ini adalah, ketentuan
fikily Islam terkail status anak di luar perkawinan ini, tampaknya juga
menjadi dnspirator bagl Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi
Hukuwm Islam (KT dalam merumuskan kenyataan bahwa anak di
luar perkawinan  hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu
dan keluarganya ibunya saja. Hanya saja, ketika dihadapkan dengan
pernyataan pasal lentang perumusan mengenai “anak sah” sebagai
kontra “anak di luar perkawinan,” yang demikian ini tampaknya menjadi
“msykil” kembali (lihat uraian terdahulu tentang analisis “dalam”™ dan
“akibat” perkawinan yang sah).

Termasuk  dalam  persoalan ini, adalah hubungannya dengan
manalah perkawinan “sirri” yang disebut-sebut sebagai pernikahan yang
akan menghasilkan keturunan (anak di luar perkawinan). Jika demikian,
inipun akan berbenturan lagi dengan perbincangan dalam fikih Islam
yang, oleh sebagian besar ulama tidak dipahami sebagai pernikahan yang
tidak sah, dalam arti tetap legal dan halal secara agama, meski kita masih
dituntut untuk patuh dan tertib pada hukum positif yang mengharuskan
pencatatan nikah, karena jika ditinjau dari aspek magashid al syari ‘ahnyaia
menjadi syarat atau standar sah tidaknya pernikahan itu dilakukan.

Alas dasar ini, pengertian dan maksud yang berbeda dalam
merumuskan  maksud  “anak sah” sebagaimana U
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan apa yang
dikehendaki fikih, secara tidak langsung dengan dikeluarkannya putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai hasil uji materi terhadap pasal 43
ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yang isinya
mengubah bunyi pasal tersebut, memberikan kesan bahwa selama ini
tampaknya Undang-Undang memandang sama maksud daripada anak %
di luar perkawinan itu dengananakzh‘msebam fikih Islam. 3 2 :

Memperhatikan berbagai tanggapan yang ada, dan didasarkan pada
pertimbangan-pertimbangan maslahat yang dikehendaki, tidak salah
jika putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadikan pembuktian secar

Do o, it 1, M. 1, Member 2012
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knologi (305 %7 ufpkan ada tidaknya hubungan darab ar,
i alat untuk biologisnya, minimal dalam kg

Juar Pﬂkawfll'lﬂ-“ dengan ayah .

mbuatan akta kelahiran sebagai bukti asal "

dengan upaya PP vawinan boleh-boleh safa mer
inya, anak di luar Pe ; :

terscbut. mtr:;]:hiulﬂ gisnya di dalam akta kelahiran tersebu, ng
o OE8, kepada pur:-:ﬂﬂlﬂ.n wali nikah dan berhaknya mew
h{;.mkudﬂk ?::!:'np:ni menjadi bagian masalah keperdalaan yang secarag
akan mengikuti).
SIMPULAN . 3 ‘
Dari uraian terdahulu terkait dengan

Mahkamah Konstitusi mengenai status anak di luar pericay . .
disimpulkan bahwa:

Letilah “anak di luar perkawinan” merupakan istilah kontra
“anak sah” sebagaimana disebutkan oleh Undang-Undang ,
Nomor 1 tahun 1974, dan juga Kompilasi Hukum Islam ( j.
menyebutnya dengan istilah “anak zina”. Kaitannya dengan ya
ini, tampaknya Undang-Undang Perkawinan dan Kompil .
Islam (KHI) terinspirasi untuk menyatakan sama dengan b
ctatus anak dimaksud, yaitu secara keperdataan ia hanya dif
dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi pada
ini, telah mengubah status anak di luar perkawinan terse
terhubung pula (selain pada ibu dan keluarga ibunya) pac
sebagai ayah biologisnya, yang dibuktikan dengan ilmu
dan teknologi dan atau alat bukti lainnya yang menyatak
hubungan darah. Keputusan ini mengundang ba ..E '
komentar utamanya yang menyangkut masalah-ma
asasi manusia, kepentingan, perlindungan dan ken
termasuk hubungannya dengan persoalan wali niks
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tampaknya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut jika dihadapkan
pada kenyataan bahwa Undang-Undang selama ini juga masih sulit
dipehami ketika merumuskan pasal tentang maksud anak sah sebagaianak
yang dilshirkan “dalam” atau “akibat” perkawinan yang sah. Padahal,
Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum [slam (KHI), dan fikih,
sepertinyva sudah sama memahami maksud anak di luar perkawinan itu,
dengan definisi operasional “anak zina” (sebagaimana fikih).

Mesls putusan Mahkamah Konsitusi (MK) ini tidak membicarakan
masalah akta danwaris, kecuali hubungan darah denganayah biologisnya.
Namun secara tidak langsung, ini akan menjadi sesuatu yang dengan
sendirinva akan mengikuti. Padahal, nasab dan hubungan kekeluargaan
itu menjadi urusan keagamaan, dan kepercayaan masing-masing. Islam
dengan syariatnya telah memberikan rambu-rambu bahwa anak zina
hanya bisa dihubungkan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Kalau
vang menyangkut akta kelahiran, barangkali masih bisa ditolerir untuk
pencantuman nama ayah biologisnya, tetapi tidak pada hal-hal yang
berhubungan dengan masalah wali nikah dan kewarisan.

S

__H‘df.u. 1, Nopember 2072 —
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